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Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kelnarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sawah
Barn, Kota Tangerang Selatan. Melalui pendekatan kualitatif, data diperoleh dari enam Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) PKH yang terdiri dari informan yang sudah graduasi dan yang masih aktif sebagai peserta PKH. Artikel ini
menyoroti dua aspek utama, yaitu pelaksanaan PKH di tingkat lokal dan faktor-faktor yang mendukung serta
menghambat proses graduasi KPM PKH. Artikel memberikan informasi babwa implementasi PKH di Kelurahan
Sawabh Baru telah mengikuti alur pedoman yang telah ditetapkan, namun masib terdapat kendala terkait keterlibatan
pemerintah daerah dan sektor swasta dalam upaya pemberdayaan KPM PKH. Selain itu, faktor pendukung sepert
peran pendamping sosial, motivasi personal, dan faktor sosial-budaya turnt memengarnhi proses graduasi, sementara
kurangnya kesadaran diri dan teknik graduasi yang belum optimal menjadi faktor penghambat. S aran yang dibasilkan
dari penelitian ini mencakup peran penting masyarakat lokal dalam meningkatkan motivasi mandiri KPM PKH,
perluasan peran pendamping sosial, serta kebutuban akan kajian lebil dalam terkait proses graduasi dalam mencapai
tujuan kesgabteraan sosial-ekonomi KPM PKH.

Kata Kunci: Implementasi, Program Kelnarga Harapan (PKH), Faktor Pendukung dan Penghambat Graduasi.

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (FHP) in Sawab Barn V'illage, South
Tangerang City. Through a qualitative approach, data was obtained from six FHP Beneficiary Families consisting of
informants who bhad graduated and who were still active as FHP participants. This article highlights two main aspects,
namely the implementation of FHP at the local level and the factors that support and binder the KPM FHP graduation
process. The article provides information that the implementation of FHP in Sawab Baru Village has followed the
established guidelines, but there are still obstacles related to the involvement of local government and the private sector
in efforts to empower FHP KPM. Apart from that, supporting factors such as the role of social assistants, personal
motivation, and socio-cultural factors also influence the graduation process, while lack of self-awareness and suboptimal
graduation techniques are inhibiting factors. Suggestions resulting from this research includes the important role of local
communities in increasing the independent motivation of KPM FHP, expanding the role of social assistants, as well as
the need for deeper studies regarding the graduation process in achieving the socio-economic welfare goals of KPM FHP.

Keywords:. Implementation, Family Hope Program (FHP), Factors Supporting and Hindering Graduation.

PENDAHULUAN baik antara sektor swasta dan pemerintah dalam
Kota Tangerang Selatan memperlihatkan  pengembangan wilayah, yang memastikan adanya
sebuah model pembangunan yang  kesetaraan akses terhadap infrastruktur dan

menggambarkan keseimbangan yang inklusif.
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor
properti diitkuti oleh peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh. Kota ini tidak
hanya memprioritaskan kemajuan ekonomi, tetapi
juga berkomitmen untuk menyediakan sistem
layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
bagi semua lapisan Masyarakat (RKPD, 2019).
Dalam upaya mencakup aspek pencegahan dan
penanganan penyakit, kesehatan menjadi fokus
utama pembangunan. Terdapat pula integrasi yang

fasilitas penunjang. Salah satu langkah konkret
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
adalah melalui Program Perlindungan Sosial,
seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang
telah membuktikan dampaknya yang signifikan
dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
penerima manfaat (Andayana, 2023). Program ini
tidak hanya menjadi simbol keberhasilan
pembangunan, tetapi juga merupakan langkah
nyata dalam mendukung inklusivitas dan keadilan
di Kota Tangerang Selatan.
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Meskipun  Kota  Tangerang  Selatan
mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif,
distribusi manfaatnya belum merata, menciptakan
ketidaksetaraan antara wilayah yang dikelola oleh
secktor swasta dan pemerintah. Meski Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang
Selatan menunjukkan tingkat yang tinggi,
tantangan signifikan masih terlihat dalam sektor
kesehatan dan manajemen rumah sakit yang
kurang efektif (BPS, 2023). Pembangunan yang
didominasi oleh sektor swasta menyebabkan
terjadinya kesenjangan, khususnya terkait harga
properti yang tinggi, layanan kesehatan yang tidak
memadai, dan akses pendidikan berkualitas yang
terbatas, menciptakan divisi antara kalangan
menengah ke atas dan ke bawah. Meski Program
Perlindungan Sosial, seperti Program Keluarga
Harapan (PKH), telah berjalan selama hampir 13
tahun, evaluasi mendalam diperlukan, terutama
dalam menilai keberhasilannya mencapai tujuan
graduasi mandiri bagi pesertanya. Upaya perbaikan
dan penyesuaian strategis mungkin diperlukan
untuk memastikan program ini terus memberikan
dampak positif dan inklusif bagi masyarakat Kota
Tangerang Selatan.

Untuk meningkatkan kondisi pembangunan
yang lebih inklusif di Kota Tangerang Selatan,
langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama,
perlu ditingkatkan koordinasi antara sektor swasta
dan pemerintah dalam pengembangan wilayah,
dengan fokus utama pada penyediaan infrastruktur
dan layanan dasar yang merata di seluruh wilayah
(Sewell et al., 2019). Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat
dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.
Selanjutnya, petlu dilakukan penguatan
pengelolaan rumah sakit dan sistem layanan
Kesehatan (Xiang et al., 2020). Ini melibatkan
upaya untuk memastikan akses yang mudah dan
pelayanan yang berkualitas bagi semua warga.
Pengelolaan rumah sakit yang efektif dan sistem
layanan kesehatan yang baik akan menjadi pondasi
yang kuat untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat secara keseluruhan (Sacks et al., 2018).
Selain itu, diperlukan pengembangan program-
program perlindungan sosial yang lebih holistic
(Pérez - Escamilla et al., 2020). Program ini perlu
mempertimbangkan secara mendalam kondisi
ckonomi dan sosial masyarakat setempat, schingga
dapat memberikan dukungan yang sesuai dan
relevan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat
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memberikan perlindungan yang lebih efektif dan
komprehensif terhadap berbagai aspek kehidupan
masyarakat.

Terakhir, perlu dilakukan fasilitasi integrasi
kebijakan dan program pembangunan yang lebih
baik (Lerner et al., 2021). Hal ini akan membantu
mencapal keseimbangan yang lebih baik antara
pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan
masyarakat. Dengan menyelaraskan kebijakan dan
program pembangunan, Kota Tangerang Selatan
dapat menciptakan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup
seluruh masyarakatnya.

Beberapa  penelitian  terkait Program
Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan beragam
aspek dan dampak dari program tersebut. Riset
yang dilakukan oleh Rahayu & Harahap (2022)
menegaskan bahwa PKH memberikan bantuan
yang melibatkan aspek uang tunai dan bantuan
komplementer. Selain itu, peran pendamping
PKH juga terbukti sangat signifikan dalam
mendampingi peserta, memberikan bimbingan
dan dukungan yang diperlukan.

Studi yang dilakukan oleh Chollisni et al.
(2022) menyoroti tingginya permintaan pekerjaan
dari anggota keluarga penerima PKH. Hasil studi
tersebut  menggambarkan ~ bahwa  tingkat
pengangguran di antara mereka cukup mencolok,
dengan seperlima anggota keluarga usia kerja PKH
menganggur. Meskipun sekitar 13 persen dari
mereka masih dalam masa pendidikan, tantangan
dalam mencari pekerjaan tampak menjadi realitas
yang dihadapi oleh sebagian besar anggota
keluarga penerima PKH.

Penelitian oleh Gultom et al. (2021)
menambahkan dimensi baru dengan
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang
memengaruhi  kemampuan ibu-ibu Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk keluar dari
bantuan PKH. Faktor internal seperti kesadaran
diri, perasaan malu, keyakinan, dan motivasi untuk
mengembangkan usaha menjadi pertimbangan
penting, sementara faktor eksternal, seperti
dukungan sosial dari keluarga dan pendamping
PKH, juga memainkan peran krusial.

Dengan  hasil-hasil ~ penelitian  ini,
tergambarlah gambaran yang lebih lengkap tentang
dinamika dan dampak PKH. Program ini tidak
hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga
mencoba untuk mengatasi tantangan
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pengangguran dan memberikan dukungan holistik
kepada keluarga penerima manfaat. Namun,
tantangan yang dihadapi oleh pesertanya, seperti
kesulitan memasuki pasar kerja formal, juga
menjadi catatan penting untuk diperhatikan dalam
upaya terus meningkatkan efektivitas program
perlindungan sosial ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan
analisis mendalam terhadap hasil atau output dari
Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya
dalam konteks graduasi mandiri di Kelurahan
Sawah Baru Kota Tangerang Selatan. Fokus utama
adalah  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan
program PKH dalam mencapai tujuan graduasi
mandiri bagi pesertanya.

Dalam melaksanakan tujuan tersebut,
penelitian akan memberikan gambaran yang lebih
jelas tentang dampak yang telah dihasilkan oleh
PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di
Kelurahan Sawah Baru. Dengan mendetailkan
efek positif dan potensi perbaikan, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pandangan yang
komprehensif terhadap kontribusi  program
perlindungan  sosial ini  terhadap  tingkat
kesejahteraan di tingkat lokal.

Evaluasi efektivitas implementasi program
PKH akan menjadi fokus analisis tambahan. Hal
ini penting mengingat dinamika perkembangan
ekonomi dan sosial yang terus berubah di Kota
Tangerang Selatan. Dengan memahami kondisi
tersebut, penelitian ini akan mengukur sejauh
mana program PKH dapat menjawab dan
beradaptasi dengan perubahan lingkungan, serta
seberapa efektif dampaknya dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai hasil
dari analisis mendalam ini, penelitian akan
merumuskan  rekomendasi  kebijakan  yang
bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan
dampak positif dari Program Keluarga Harapan.
Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi
panduan bagi pihak terkait, baik pemerintah
daerah maupun pihak pelaksana, dalam melakukan
perbaikan, pengembangan, dan penyesuaian
program perlindungan sosial, khususnya PKH,
agar dapat lebih efektif dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.
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METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,
seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan,
dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami, dan
menggunakan berbagai metode ilmiah. Dengan
menggunakan metode ini, peneliti dapat
memperoleh pemahaman yang otentik mengenai
pengalaman  orang-orang sebagaimana yang
dirasakan oleh mereka sendiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara
mendalam (indepth interview), dan studi literatur dan
dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat
perilaku dan aktivitas peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) yang memilih untuk lulus dari
program dan yang belum atau tidak memilih lulus.
Data yang diperoleh melalui observasi berupa
situasi rinci mengenai keadaan, kegiatan, perilaku,
tindakan, dan pengalaman dari orang yang diteliti.

Wawancara mendalam digunakan untuk
memperoleh fakta, memperkuat kepercayaan,
memperkuat perasaan, menggali standar kegiatan,
dan mengetahui alasan peserta PKH dalam
memilih lulus atau tidak lulus dari program. Teknik
wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak
terstruktur dengan pertanyaan terbuka guna
mengembangkan  jawaban dan  mengetahui
harapan-harapan, tetapi tetap dikontrol oleh
pedoman wawancara. Studi literatur dan dokumen
dilakukan dengan melakukan kajian terhadap
literatur pelaksanaan PKH di Kota Tangerang
Selatan, seperti foto, buku, surat kabar, buku
pedoman, makalah seminar, dan majalah. Selain itu,
juga dilakukan kajian terhadap dokumen seperti
catatan, transkrip notulen rapat, agenda, peraturan
hukum/kebijakan terkait PKH, serta dokumen dan
arsip pendukung lainnya.

Teknik  penentuan  informan  dalam
penelitian ini menggunakan teknik penarikan
sampel bertujuan  (purposive  sampling) untuk

memperoleh informasi sebanyak mungkin dari
berbagai sumber. Penelitian ini dilakukan selama 30
hari, di Kelurahan Sawah Baru Kota Tangerang
Selatan mulai dari 1-30 November 2023, dan

mengambil sampel sebanyak 15 informan.
Informan tersebut terbagi ke dalam dua kategori,
yaitu pelaksana program PKH (termasuk
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Pemerintah Daerah, Koordinator, dan Pedamping
PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
sebagai peserta/objek program.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kelurahan Sawah Baru

Sejarah Desa Sawah Baru dimulai sebagai
hasil pemekaran dari Desa Sawah I.ama pada
tahun 1980, yang terletak di wilayah Kecamatan
Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa
Barat. Perubahan besar kemudian terjadi dengan
dibentuknya Provinsi Banten melalui Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten pada
tanggal 17 Oktober 2000 oleh Presiden
Abdurrahman Wahid.

Perkembangan pesat Kabupaten Tangerang
mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan
Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang, yang diumumkan pada tanggal 16
September 2005 oleh Bupati Tangerang H. Ismet
Iskandar. Salah satu kelurahan yang dibentuk
adalah Kelurahan Sawah Baru, dengan luas wilayah
298,15 hektar dan batas wilayah sebagai berikut: 1)
Batas Utara: Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan
Pondok Aren; 2) Batas Selatan: Kelurahan Serua
Indah, Kecamatan Ciputat; 3) Batas Barat:
Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat; dan 4)
Batas Timur: Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan
Ciputat.

Berlanjut  dari  pembentukan = Kota
Tangerang Selatan melalui Undang—Undang
Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten pada
tangeal 26 November 2008 oleh Presiden
Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang
Yudhoyono. Kecamatan Ciputat sendiri terdiri
dari 7 kelurahan, termasuk Kelurahan Sawah Baru.

Kelurahan Sawah Baru awalnya didominasi
oleh suku Betawi yang memiliki sistem
kekerabatan yang erat dan cenderung memiliki
nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi serta bersifat
agamis. Namun, seiring waktu, wilayah ini menjadi
daerah  wrban  spraw/ dari ibu kota, dengan
pertumbuhan kota yang tidak terencana dan
melibatkan konversi lahan di daerah pinggiran. Hal
ini membuat Kelurahan Sawah Baru menjadi
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tempat yang multi-kultural dengan banyaknya
pendatang dari berbagai suku di Indonesia.

Peningkatan  jumlah  penduduk yang
signifikan di Kelurahan Sawah Baru tidak diiringi
dengan  perluasan  lahan,  menyebabkan
pemukiman yang semakin padat dan sulitnya
mendapatkan lahan untuk ruang hijau. Ditambah
lagi, pembangunan kawasan perekonomian seperti
pasar modern, pusat perbelanjaan, dan lainnya juga
menghabiskan lahan yang luas. Kelurahan Sawah
Baru memiliki jumlah penduduk sekitar 26.500
jiwa dengan mayoritas penduduk berpendidikan
tingkat SMA /sederajat.

Implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kelurahan Sawah Baru menghasilkan
sejumlah  informasi penting melalui hasil
penelitian. Menurut informan S, pelaksanaan PKH
di kota Tangerang, khususnya di Kelurahan Sawah
Baru, telah sesuai dengan aturan dan petunjuk
teknis yang diberikan oleh SDM PKH. Informan
tersebut menyatakan bahwa program ini telah
mengikuti alur kerja yang sudah ditetapkan dan
pendamping PKH telah menjalankan tugasnya
sesual tupoksinya.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan
D, yang merupakan SDM PKH di kelurahan
tersebut. Menurutnya, alur kerja SDM PKH telah
berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang diatur
oleh Kementerian Sosial RI. Meskipun terdapat
beberapa hambatan, namun secara umum
pelaksanaannya sudah cukup baik. Koordinasi
antara pendamping, koordinator, dan Dinas terkait
telah berjalan dengan baik.

Namun, terkait dengan respon dukungan
Pemerintah Daerah terhadap PKH, informasi dari
informan S menunjukkan bahwa belum ada
dukungan langsung yang signifikan  dari
Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap
program PKH. Meskipun ada fasilitas seperti
sekretariat, fasilitas komputer, dan tempat rapat
bulanan yang disediakan, namun dukungan lainnya
belum terlihat.

Adapun terkait penyaluran bantuan sosial
(bansos) PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) di Kelurahan Sawah Baru, informasi dari
informan AS dan T menunjukkan bahwa
penyaluran bansos ini dianggap belum mencukupi
kebutuhan KPM. Durasi waktu pencairan yang
agak lama (per triwulan) dan nominal yang
diterima belum mampu memenuhi kebutuhan
total keluarga KPM. Meski demikian, bantuan ini
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sangat membantu dalam mengurangi beban
pengeluaran keluarga.

KPM PKH Kelurahan Sawah Baru juga
mengakui bahwa tidak ada kendala terkait
distribusi bansos baik tunai maupun non-tunai.
Mereka menyatakan tidak ada praktik pungutan
liar dari oknum SDM PKH, seperti yang pernah
terjadi di Kota Tangerang. Adapun jika terdapat
pemberian imbalan kepada pendamping, hal
tersebut bersifat sukarela dan tidak terkait dengan
pungutan liar.

Dalam keseluruhan analisis, implementasi
PKH di Kelurahan Sawah Baru menunjukkan
pencapaian yang sesuai dengan ketentuan teknis
yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa
aspek yang perlu diperhatikan, seperti dukungan
yang lebih kuat dari Pemerintah Daerah terkait
dengan penyaluran bansos agar dapat memenuhi
kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat
dengan lebih baik.

Dalam konteks PKH, perlindungan sosial
diimplementasikan melalui bantuan sosial seperti
yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial
No. 1 tahun 2018. PKH adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada
keluarga atau individu yang terdaftar sebagai
keluarga penerima manfaat PKH dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin yang
diolah oleh Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan  Sosial. Bantuan sosial yang
diberikan meliputi uang, barang, dan jasa kepada
keluarga atau individu yang miskin, tidak mampu,
dan rentan terhadap risiko sosial.

PKH memiliki tujuan untuk meningkatkan
taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui
akses layanan pendidikan, keschatan, dan
kesejahteraan sosial,  mengurangi  beban
pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan, menciptakan
perubahan perilaku dan kemandirian keluarga
penerima manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta
memperkenalkan manfaat produk dan jasa
keuangan formal kepada keluarga penerima
manfaat (Permensos 1/2018).

PKH terdiri dari tiga komponen utama,
yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan  sosial. Komponen kesehatan
meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6
tahun. Komponen pendidikan meliputi anak
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sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat,
anak sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah
atas/madrasah aliyah atau sederajat, serta anak usia
6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib
belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial
meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan
penyandang disabilitas berat yang diutamakan.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat,
PKH memberikan akses kepada keluarga miskin,
terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan
fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang
tersedia di sekitar mereka (Kementerian Sosial RI,
2019). PKH merupakan salah satu program
perlindungan sosial yang sukses dalam menangani
masalah kemiskinan, terutama kemiskinan kronis,
dan  mendapatkan  pengakuan di  tingkat
internasional. Meskipun beberapa penelitian
menunjukkan dampak positif dari program ini,
terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa
program ini berhasil hanya pada beberapa
komponen tertentu.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH),
keluarga penerima manfaat (KPM) didorong
untuk memperoleh dan memanfaatkan layanan
sosial dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan,
pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.
Selain itu, PKH juga memberikan akses kepada
KPM untuk mengakses program perlindungan
sosial lainnya yang bersifat komplementer dan
berkelanjutan. Dalam  konteks pengentasan
kemiskinan di Indonesia yang masih memiliki
jumlah penduduk miskin yang signifikan, PKH
memiliki peran penting dalam menurunkan angka
kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial (gini
ratio), dan meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PKH
Tahun 2019, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan
bantuan sosial dari PKH, KPM harus terdaftar dan
hadir dalam fasilitas kesehatan dan pendidikan
terdekat. Kewajiban KPM PKH meliputi
pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian gizi
dan imunisasi kepada anak balita, serta
memastikan kehadiran anggota keluarga PKH di
sekolah dasar dan menengah.

Selain itu, dalam bidang kesejahteraan sosial,
PKH bertujuan memastikan bahwa penyandang
disabilitas memperoleh layanan dan fasilitas yang
dengan kebutuhan mereka, termasuk
perawatan dan pendampingan dari keluarga.

sesuai
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Bantuan sosial untuk penyandang disabilitas
ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan hak dan
kesempatan bagi mereka agar dapat hidup
sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Oleh
karena itu, diperlukan pengembangan layanan
kesehatan dan pendidikan yang memberikan akses
bagi anak-anak dengan disabilitas.

PKH merupakan program lintas sektoral
dan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial RI dengan kerjasama dari
mitra kerja, termasuk Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks
dukungan dari pemerintah daerah terhadap PKH
di Tangerang Selatan, Kabid Perlindungan
Jaminan Sosial dan Koordinator Kecamatan PKH
menyatakan bahwa saat ini belum ada program
yang bisa disinergikan secara baik antara
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan swasta
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat
untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Dalam menerapkan intervensi pekerjaan
sosial terhadap keluarga, seperti yang dijelaskan
oleh Kirst-Ashman dan Hull Jr (2016), penting
bagi pekerja sosial untuk membangun hubungan
profesional dengan keluarga, menilai kebutuhan
keluarga dari berbagai perspektif (mikro, mezzo,
dan makro), merumuskan rencana perubahan yang
melibatkan aspek-aspek tersebut, melaksanakan
rencana  tersebut, mengevaluasi efektivitas
intervensi, dan menyediakan penghentian dan
tindak lanjut yang sesuai.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat aturan
dan mekanisme yang telah ditetapkan, namun
seringkali terjadi perbedaan antara aturan dan
pelaksanaan yang kurang presisi. Hal ini
menyebabkan tujuan program hanya menjadi
formalitas semata atau menunjukkan eksistensi
negara tanpa mampu menyelesaikan akar
masalahnya.

Program Keluarga Harapan memberikan
berbagai bentuk bantuan sosial kepada KPM
PKH, termasuk pendampingan sosial, pelayanan
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial, serta program bantuan komplementer.
Selain hak-hak yang diberikan kepada KPM, juga
terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh
KPM. Kewajiban tersebut meliputi pemeriksaan
kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun,
kehadiran dalam kegiatan belajar dengan tingkat
kehadiran minimal 85% bagi anak usia sekolah
wajib, serta kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
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bagi keluarga dengan anggota lanjut usia dan/atau
penyandang disabilitas berat. Kepatuhan KPM
dalam memenuhi kewajiban tersebut akan
berdampak pada bantuan sosial dan hak
kepesertaan lainnya. KPM yang tidak memenuhi
kewajiban dapat dikenakan penangguhan atau
penghentian bantuan sosial.

Pendampingan Sosial KPM PKH Kelurahan
Sawah Baru

Pendampingan  sosial ~ bagi  Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Sawah Baru
memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan
program ini. Menurut informasi dari informan S,
pendamping sosial diharapkan berperan sebagai
fasilitator dan advokator bagi KPM yang memiliki
usaha kecil, memfasilitasi mereka untuk terhubung
dengan Program Pemerintah Daerah.

Dalam perspektif koordinator SDM PKH,
informan D, kinerja pendamping di kelurahan
dinilai telah melakukan pendampingan dengan
baik. Contohnya, penanganan laporan atau temuan
dari operator Kabupaten/Kota dapat diselesaikan
dengan cepat oleh pendamping PKH pada hari
yang sama.

Para KPM PKH di Kelurahan Sawah Baru
merasakan manfaat yang besar dari pendampingan
yang dilakukan oleh SDM PKH. Informan K
menyatakan banyak hal yang didapatkan selama
masa pendampingan, terutama pada pertemuan
bulanan. Selain itu, informan T dan S merasa puas
dengan pendampingan ini, terutama terkait akses
pendidikan bagi anak-anak KPM PKH. Mereka
merasa terdampingi dan mendapat informasi yang
berharga, bahkan pendamping juga
memperhatikan  perkembangan anak-anak di
sekolah. Namun, terdapat beberapa kendala terkait
akses layanan kesehatan bagi KPM PKH di
Kelurahan Sawah Baru, terutama terkait pandemi
COVID-19. Beberapa KPM mengungkapkan
bahwa mereka enggan keluar rumah karena takut
terpapar virus, sehingga mengurangi kunjungan ke
puskesmas. Meskipun demikian, saat masih hamil
atau memiliki bayi, mereka masih mengunjungi
puskesmas.

Sementara itu, akses layanan pendidikan
dianggap penting bagi KPM PKH. Mereka
berharap agar anak-anaknya dapat melanjutkan
pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih
baik di masa depan. KPM sangat peduli terhadap
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pendidikan anak-anaknya dan menganggapnya
sebagai investasi untuk perbaikan kondisi ekonomi
keluarga.

Dari data yang ada, pendampingan sosial
bagi KPM PKH di Kelurahan Sawah Baru telah
memberikan manfaat yang signifikan, terutama
dalam mendukung akses pendidikan anak-anak
dan membantu KPM menghadapi berbagai
kendala terkait usaha kecil, kesehatan, dan
kebutuhan keluarga.

Pendampingan ~ Sosial KPM  PKH
Kelurahan Sawah Baru merupakan hak yang
diberikan kepada KPM PKH sebagai bagian dari
program Keluarga Harapan. Pendampingan sosial
ini dilakukan oleh pendamping sosial PKH yang
ditugaskan oleh Kementerian Sosial RI dari tingkat
pusat hingga desa/kelurahan. Meskipun terdapat
panduan (juknis) yang telah ditetapkan, terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses
pendampingan.

Menurut Janzen et al. (2006) dalam Kirst-
Ashman dan Hull Jr., (2016), pendamping sosial
perlu melakukan tiga tujuan utama saat memulai
proses intervensi. Pertama, pekerja sosial harus
memahami interaksi keluarga, masalah yang ada,
dan  peran  interaksi  keluarga  dalam
mempertahankan masalah  tersebut. Kedua,
pekerja sosial harus mendapatkan persetujuan
keluarga untuk memulai pengobatan dan
komitmen partisipasi dari mereka. Ini mungkin
menjadi tantangan, karena anggota keluarga dapat
menyangkal keberadaan masalah atau
menyalahkan orang lain. Ketiga, pendamping
sosial  perlu membantu  keluarga  dalam
menetapkan prosedur untuk perubahan yang
diinginkan.

Pendampingan sosial bagi KPM PKH
sangat penting untuk mencapai tujuan program
dengan lebih cepat. Pendamping sosial PKH
memiliki beberapa fungsi, antara lain fasilitasi,
mediasi, dan advokasi bagi KPM PKH dalam
mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga
bertanggung jawab memastikan bahwa KPM PKH
memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pendampingan sosial PKH tidak
hanya berfokus pada individu KPM vyang
menghadapi kendala dalam akses layanan, tetapi
juga melalui pendampingan kelompok. Di
Kelurahan Sawah Baru, terdapat satu pendamping
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sosial PKH yang melayani 350 keluarga KPM.
Meskipun jumlah pendamping terbatas, mereka
dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pertemuan
Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (PK2P) menjadi sarana
untuk melakukan pendampingan kelompok.

Pendampingan kelompok dilakukan melalui
kegiatan rutin seperti PK yang membahas tata
tertib dan aturan PKH, serta akses ke layanan
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
PK2P merupakan proses belajar terstruktur yang
bertujuan untuk mempercepat perubahan perilaku
KPM PKH. Dalam PK2P, pendamping sosial
PKH menyampaikan modul mengenai berbagai
aspek, seperti ekonomi, kesehatan, kesejahteraan
sosial, pengasuhan anak, dan perlindungan anak.

Peran dan keterampilan pendamping sosial
PKH sangat penting dalam perkembangan KPM
PKH yang didampinginya. Para pendamping sosial
PKH telah dibekali dengan keterampilan khusus
dalam pendampingan melalui bimbingan teknis
dan pemantapan kebutuhan program. Materi
P2K2 yang disampaikan oleh pendamping sosial
menjadi bagian penting dalam pemberdayaan
KPM PKH. Materi tersebut dapat berupa film
pendek atau modul yang  mengajarkan
pengetahuan tentang edukasi keluarga, kesehatan
keluarga dan lingkungan, serta pengelolaan
keuangan keluarga. Melalui pendampingan sosial
PKH, diharapkan KPM PKH dapat meningkatkan
kualitas hidupnya, menjadi mandiri secara
ckonomi, dan menjadi pelopor keluarga
berkualitas di masyarakat sekitarnya.

Pertemuan Kelompok PKH yang mayoritas
dihadiri oleh ibu-ibu memiliki potensi untuk
memperkuat ~ peran  perempuan dalam
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peserta
pertemuan ini mendapatkan pengetahuan tentang
pola asuh anak, pendidikan yang baik untuk anak,
dan manajemen keuangan keluarga. Menurut
Janzen et al. (20006), terdapat lima fase yang harus
dilakukan oleh pendamping sosial dalam
melakukan pendampingan keluarga: 1) Fase
pertama adalah meringankan kekhawatiran awal
dan menciptakan rasa nyaman bagi anggota
keluarga terkait program tersebut; 2) Fase kedua
melibatkan penjelasan dari anggota keluarga
tentang masalah yang dihadapi; 3) Fase ketiga
adalah mencapai kesepakatan mengenai masalah
yang perlu diselesaikan; dan 4) Fase keempat
adalah memahami hubungan antara anggota
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keluarga. Fase kelima melibatkan penentuan
komitmen terhadap rencana aksi.

Selain itu, terdapat berbagai pendekatan
yang dapat digunakan dalam intervensi keluarga.
Praktisi harus memilih pendekatan dan teknik yang
terbukti efektif sesuai dengan situasi praktik yang
spesifik.  Pendekatan  tersebut = mencakup
pemberdayaan keluarga, reframing, pengajaran
pemecahan masalah, pengajaran manajemen anak,
dukungan keluarga, bermain peran, rekaman
audiovisual, dan tugas pekerjaan rumah (Kirst-
Ashman dan Hull Jr, 2016). Pendekatan-
pendekatan ini telah diimplementasikan oleh
pendamping sosial sesuai dengan Pedoman
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang
disusun oleh Kementerian Sosial RI.

Karen K Kirst Ashman dan Grafton H. Jull
(2016: 352) mengatakan bahwa seorang pekerja
sosial mengikuti beberapa tahapan mulai dari

enggagement dengan keluarga  tersebut,
mengadakan asessment, mengembangkan
perencanaan, mengimplementasikan  rencana

tersebut (sambil mengubah seperlunya, apabila
diperlukan), melakukan evaluasi, baru kemudian
dapat melakukan terminasi diri dengan keluarga,

dan melakukan follow-up tentang  status
selanjutnya.
Hal tersebut memang tidak  dapat

sepenuhnya dilakukan oleh pendamping sosial
PKH, karena dalam PKH sistem pendampingan
meskipun  berbasis  keluarga akan  tetapi
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pedoman
pelaksanaan PKH tahun 2021 implementasi
proses pendampingan tidak hanya berfokus pada
pendampingan perorangan KPM PKH yang
terkendala atau membutuhkan terhadap akses
layanan saja, tetapi juga melalui pendampingan
terhadap kelompok.

Sehingga, dalam pelaksanaanya seorang
pendamping sosial PKH selain menyampaikan
modul yang telah disusun juga harus bisa
improvisasi diri agar dapat memacu KPM PKH
dampingan  meningkatkan  perekonomiannya.
Sebagaimana yang dilakukan oleh pendamping di
Kelurahan Sawah Baru, dirinya melakukan
berbagai upaya lain agar dapat memacu semangat
KPM PKH untuk bisa mandiri dan bangkit secara
ekonomi.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Sawah Baru,
sebagian besar tahapan yang diajukan oleh Karen
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K. Ashman telah dijalankan, sesuai dengan
petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian
Sosial RI yang menekankan pada perlindungan
berbasis keluarga (Karen K. Kirst Ashman dan
Grafton H. Jull, 2016: 352).

Setiap pendamping sosial PKH diarahkan
oleh koordinator kecamatan untuk secara berkala,
setiap tiga bulan, melakukan evaluasi terhadap
KPM PKH dengan harapan ada KPM yang dapat
"oraduasi" pada setiap periode tersebut. Namun,
ada kendala dalam implementasi pendekatan
berbasis  keluarga, di = mana  meskipun
pendampingan ini berfokus pada akses layanan
bagi KPM PKH yang membutuhkan, pedoman
pelaksanaan PKH tahun 2021 juga menekankan
pentingnya pendampingan kelompok.

Dalam panduan tersebut, pendamping sosial
PKH diperbolehkan membentuk kelompok KPM
PKH berdasarkan wilayah pendampingannya

untuk  memfasilitasi ~ pemutakhiran  data,
monitoring penyaluran bantuan, dan
menyelesaikan masalah yang muncul dalam
pelaksanaan PKH.

Namun, hal ini menghambat keterlibatan
antara pendamping sosial PKH dan KPM PKH, di
mana peran pendampingan hanya terbatas pada
hal-hal administratif. Sehingga, proses
pendampingan  untuk  mengatasi  masalah
kesejahteraan sosial berbasis keluarga tidak
optimal. Meskipun ada peningkatan dalam
"oraduasi", namun kesejahteraan sosial KPM tidak
selalu meningkat secara proporsional.

Selain itu, meskipun asesmen yang dilakukan
oleh pendamping sosial PKH berjalan baik, baik
melalui pencatatan dalam formulir khusus maupun
aplikasi, hal tersebut tidak menjamin bahwa
pendapatannya juga disetujui oleh pihak yang
berwenang dalam menentukan apakah KPM
tersebut layak menjadi peserta PKH. Meskipun
demikian, data atau laporan dari pendamping
sosial PKH menjadi acuan wutama dalam
pengambilan keputusan terkait hal ini.

Faktor Pendukung dan Penghambat Graduasi

Terdapat beberapa faktor yang menjadi
pendukung dan penghambat dalam keputusan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program
Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan
graduasi di Kelurahan Sawah Baru.

Faktor Pendukung: 1) Peran Pendamping
Sosial PKH: Pendamping sosial PKH memainkan
peran penting dalam mempengaruhi keputusan
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KPM untuk melakukan graduasi. Mercka
memberikan informasi terkait regulasi,
memberikan dorongan, dan terlibat dalam proses
sosialisasi ~ mengenai  proses  graduasi;  2)
Dorongan/Motivasi Pribadi: Motivasi internal
atau dorongan dari KPM sendiri memainkan peran
penting dalam keputusan untuk melakukan
graduasi. Beberapa KPM merasa siap untuk tidak
lagi menerima bantuan sosial PKH dan ingin
mandiri; dan 3) Faktor Sosial-Budaya: Lingkungan
sosial dan budaya KPM juga mempengaruhi
keputusan untuk melakukan graduasi. Ada
pengaruh dari cibiran atau omongan dari orang
lain yang turut mempengaruhi keputusan graduasi.

Pendamping sosial PKH berperan penting
dalam memberikan informasi dan dorongan
kepada KPM terkait regulasi dan proses graduasi.
Dorongan internal dari KPM juga menjadi faktor
kunci, di mana beberapa dari mereka merasa siap
untuk mandiri. Terkait dengan pengambilan
keputusan (decision making) Prajudi Atmosudirdjo
mendefiniskan ~ sebagai suatu proses yang
berlangsung dalam suatu sistem, walaupun
pengambilan keputusan tersebut menyangkut
masalah pribadi untuk mencari pilihan-pilihan
alternatif guna mendapatkan hasil berupa
pemecahan  masalah. Pemecahan  masalah
diharapkan ~ dapat ~ membawa  seseorang
mendapatkan apa yang menjadi tujuannya
(Atmosudirdjo, 1982).

Dasar dan teknik pengambilan keputusan
menurut G. Terry yang dikutip oleh Syamsi (1995)
adalah: 1) Berdasarkan Intuisi. Keputusan ini
bersifat subjektif. Ini sangat berkaitan dengan
faktor kejiwaan, pengetahuan latar belakang
individu; 2) Berdasarkan Rasional. Keputusan ini
bersifat rasional karena masalah dihadapi
merupakan masalah yang yang memerlukan
pemecahan rasional; 3) Berdasarkan Fakta.
Merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan
fakta, data atau informasi yang cukup; 4)
Berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan
yang didasari oleh pengalaman-pengalaman
lampau yang hampir maupun mirip; dan 5)
Berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan
yang dilakukan guna tercapainya suatu tujuan
bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, di mana
sebagian besar pengambilan keputusan graduasi
yang dilakukan oleh KPM PKH Kelurahan Sawah

Baru adalah awalnya berdasarkan aturan atau
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regulasi yang mengikatnya, namun pada akhirnya
KPM PKH harus bisa memotivasi diri untuk bisa
menerima keputusan tersebut, ini erat kaitannya
dengan faktor yang pertama dan ketiga yang akan
peneliti paparkan setelah ini.

Faktor lingkungan sosial dan budaya juga
turut mempengaruhi keputusan untuk melakukan
graduasi. Faktor sosial-budaya memiliki peranan
penting dalam keputusan graduasi yang diambil
oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sawah
Baru. Meskipun faktor ini ditempatkan dalam
urutan ketiga, faktor sosial-budaya ini menjadi
dorongan yang menguatkan faktor kedua, yaitu
motivasi pribadi, dalam pengambilan keputusan
graduasi oleh KPM PKH.

Dalam konteks ini, teori modal Pierre
Bourdieu memberikan gambaran tentang berbagai
modal yang dimiliki individu dalam lingkungan
sosialnya. Bourdieu mengidentifikasi empat tipe
modal, yaitu modal ekonomi, sosial, kultural, dan
simbolik (Ritzer, 2012); 1) Modal Ekonomi: KPM
PKH di Kelurahan Sawah Baru menggunakan
sumber daya ckonomi yang dimiliki setelah
memutuskan untuk tidak lagi menerima bantuan
sosial. Mereka berusaha memanfaatkan alat
produksi, benda bernilai, dan sumber daya
finansial lainnya untuk meningkatkan
produktivitas usaha; 2) Modal Sosial: KPM
memanfaatkan relasi sosial dan dukungan dari
lingkungan sekitar untuk mendukung kemandirian
keluarga mereka. Dukungan dari tetangga atau
masyarakat sekitar, baik dalam bentuk candaan
atau obrolan santai, memberikan motivasi dan
support kepada KPM yang telah melakukan
graduasi; dan 3) Modal Kultural: KPM
menggunakan daya pikir, analisis, dan pemahaman
atas kondisi dirinya serta lingkungan sosialnya.
Mereka mengerahkan kemampuan intelektual yang
dimiliki dalam kaitannya dengan budaya dan
keadaan sosial di tempat tinggal mereka.

Dengan memanfaatkan  ketiga modal
tersebut, KPM PKH di Kelurahan Sawah Baru
dapat menerima keputusan untuk melakukan
graduasi. Namun, modal simbolik, seperti
pengakuan dan status sosial yang diinginkan dari
keputusan ini, mungkin belum sepenuhnya
tercapai. Keputusan untuk tidak lagi menerima
bantuan sosial menjadi pernyataan bahwa mereka
bukan lagi dianggap sebagai keluarga yang tidak
sejahtera,  menggambarkan  aspirasi  untuk
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mencapai simbol-simbol pengakuan dan status
sosial yang lebih baik.

Faktor penghambat. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, KPM PKH di Kelurahan
Sawah Baru umumnya memiliki usaha kecil yang
telah mereka dirikan dan berjalan lancar. Namun,
banyak dari penerima bantuan sosial yang enggan
mengundurkan diri dari program tersebut
meskipun merasa sudah mampu untuk mandiri.
Hal ini merupakan fenomena umum di Indonesia,
di mana orang cenderung mempertahankan status
sebagai penerima bantuan sosial. Hal serupa juga
terjadi pada PKH di wilayah tersebut.

Dari enam KPM PKH yang menjadi subjek
penelitian, tiga di antaranya telah berhasil melewati
proses graduasi, sementara tiga lainnya masih aktif
sebagai  peserta PKH. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa beberapa KPM PKH di
Kelurahan Sawah Baru menolak untuk melakukan
graduasi dengan alasan masth memerlukan
bantuan untuk pendidikan anak-anak mereka. Tiga
KPM yang menolak untuk graduasi adalah Ibu A,
S, dan K. Mereka menolak untuk tidak lagi menjadi
peserta PKH dengan berbagai alasan, antara lain
karena dampak pandemi COVID-19, di mana
suami mereka yang dulunya bekerja sekarang
kehilangan pekerjaan.

Pentingnya  peran dan  keterampilan
pendamping sosial sangat berpengaruh terhadap
kemajuan KPM PKH dalam mencapai tujuan
graduasi. Para pendamping Program PKH
dilengkapi dengan berbagai keterampilan yang
diperlukan.  Dalam  Pedoman  Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan Tahun 2019,
disebutkan bahwa peningkatan kapasitas SDM
pelaksana PKH dilakukan melalui bimbingan
teknis (Bimtek) dan bimbingan pemantapan
kebutuhan program. Namun, sehebat apa pun
seorang pendamping sosial, jika individu yang
didampinginya menolak untuk berubah, akan sulit
bagi mereka untuk menciptakan perubahan. Hal
ini juga dialami oleh pendamping sosial PKH di
Kelurahan Sawah Baru. Meskipun berbagai upaya
telah dilakukan sesuai dengan panduan yang ada,
banyak KPM yang menolak untuk melakukan
graduasi.

Berbagai hambatan teridentifikasi yang
menjadi penyebab KPM PKH di Kelurahan Sawah
Baru sulit untuk melakukan graduasi, di antaranya:

Kurangnya Kesadaran Diri (Self Awareness)
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Menurut  Goleman,  kesadaran  diri
merupakan kemampuan untuk memahami dan
menggunakan emosi serta informasi internal pada
saat tertentu untuk membimbing pengambilan
keputusan pribadi. Hal ini mencakup memiliki
pemahaman yang realistis terhadap kemampuan
dan kepercayaan diri yang kokoh. Individu dengan
kesadaran diri yang tinggi mampu mengendalikan
diri, termasuk pengelolaan emosi dan dorongan-
dorongan lainnya (Goleman, 1999). Kesadaran diri
juga mencakup kemampuan untuk memahami
orang lain serta mampu membaca maksud dan
keinginan mereka. Ini melibatkan perhatian yang
berkelanjutan  terhadap  kondisi  emosional
seseorang. Dalam konteks refleksi diri, pikiran
mengobservasi dan  menggali  pengalaman,
termasuk dalam hal emosi (Goleman, 1999).

Secara umum, kesadaran diri mendorong
individu ~ untuk  mengevaluasi  perilakunya
berdasarkan standar dan melakukan penyesuaian
untuk mencapai standar tersebut. Hal ini
mencakup pembandingan dengan standar tertentu
seperti penampilan fisik, kinerja intelektual,
kekuatan fisik, dan integritas moral (Mussen et al.,
1984).

Kurangnya kesadaran diri yang dialami oleh
beberapa KPM PKH di Kelurahan Sawah Baru
menyebabkan mereka enggan untuk mengakhiri
keanggotaan mereka sebagai KPM PKH.
Walaupun dalam aturan mereka masih memenuhi
syarat untuk menerima bantuan sosial, hal tersebut
bisa membawa dampak yang negatif jika dibiarkan
terus-menerus. KPM PKH dapat menjadi terlalu
bergantung pada bantuan tanpa berupaya untuk
mencapai kemandirian dalam keluarga menuju
kesejahteraan.

Teknik Graduasi yang Belum Optimal

Dalam penilaian peneliti, teknik graduasi
yang telah disusun oleh Kementerian Sosial RI,
sebagaimana tercantum dalam panduan teknis
graduasi, pada dasarnya sudah terstruktur dengan
baik dan secara sistematis untuk mendorong
partisipasi KPM dalam proses graduasi. Namun,
menurut peneliti, ada dua kemungkinan yang
menjadi penyebab belum optimalnya penerapan
teknik ini, yakni karena kurangnya kesadaran dari
pihak KPM atau mungkin juga karena peran
pendamping sosial yang belum maksimal.

Referensi dari Ashman & Hull (2016)
menegaskan bahwa proses awal dalam melakukan
penilaian (assessment) adalah melalui engagement.
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Engagemen merupakan tahap pertama dalam
perencanaan perubahan yang berfokus pada
hubungan profesional antara pekerja sosial dengan
klien (KPM). Pentingnya engagement telah diakui
oleh para pekerja sosial dan profesi yang
membantu orang lain sebagai syarat penting agar
praktik sosial berhasil. Hasil dari engagement ini
adalah menciptakan hubungan kemitraan yang
memungkinkan =~ pencapaian  tujuan  yang
diinginkan.

Kirst-Ashman & Hull Jr, (2016) mencatat
beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam fase
engagement ini: 1) Menyapa klien dengan cara
yang mengundang agar klien mau berbicara; 2)
Menunjukkan minat pada situasi yang dialami oleh
klien dengan hadir dan berkomunikasi; 3)
Berdiskusi tentang layanan sosial yang diharapkan
oleh klien; 4) Menentukan pendampingan layanan
social; 5) Menawarkan layanan sosial kepada klien;
6) Membantu mengarahkan klien; dan 7)
Menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan.

Penilaian (assessmen?) adalah tahap kedua
dalam proses perubahan yang direncanakan yang
melibatkan definisi permasalahan, identifikasi
faktor-faktor ~ yang  mempengaruhi,  serta
mengetahui tindakan yang bisa dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan permasalahan
tersebut. Menurut Kadushin (2013), permasalahan
yang muncul tidak hanya terkait individu dan
keluarganya, melainkan juga berkaitan dengan
komunitas dan sistem tempat individu tersebut
berada. Proses penilaian dimulai ketika pekerja
sosial bertemu dengan klien, baik itu individu,
keluarga, kelompok, atau sistem yang lebih besar.
Secara umum, penilaian ini merupakan proses
internal  di  mana pekerja  sosial mulai
mengumpulkan informasi untuk memahami
individu atau kelompok dalam lingkungannya
(Kirst-Ashman & Hull Jr, 2016).

Kirst-Ashman &  Hull Jr (2010)
mengemukakan bahwa proses penilaian bisa
mempertimbangkan beberapa perspektif: 1)
Pertama, penilaian bisa dilakukan terhadap
individu dan keluarga dengan mempertimbangkan
faktor-faktor transaksi di antara mereka, keluarga,
teman, dan sistem lain di sekitar mereka. Ini
membantu memahami fungsi keluarga, kekuatan,
budaya, dan kebiasaan mereka, serta pengaruh
lingkungan terhadap individu atau keluarga; 2)
Kedua, penilaian bisa difokuskan pada fungsi di
berbagai tahap siklus kehidupan, seperti masa
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anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap tahap
kehidupan memiliki potensi masalah yang
berbeda; dan 3) Ketiga, penilaian dapat ditujukan
untuk  persoalan  khusus seperti  depresi,
penyalahgunaan zat, masalah perilaku, dan lain-
lain.

Kendala yang muncul dalam mendorong
graduasi KPM PKH di Kelurahan Sawah Baru
adalah kurangnya engagement antara pendamping
sosial PKH dan KPM PKH. Hal ini terbukti dari
beberapa KPM yang tidak mengenali siapa
pendamping sosial PKH di Kelurahan Sawah
Baru, sehingga tidak terbentuk hubungan
emosional yang efektif. Walaupun demikian, jika
aturan dan mekanisme yang tertulis dalam
pedoman pelaksanaan PKH diterapkan dengan
baik, kemungkinan besar akan menghasilkan hasil
yang optimal.

Tambahan lagi, pandangan bahwa fungsi
pendamping sosial hanya sebatas administratif
oleh KPM PKH dapat menghambat pencapaian
tujuan utama dari PKH itu sendiri. Oleh karena itu,
diperlukan SDM PKH yang mampu menguasai
ilmu kesejahteraan sosial dan telah terlibat aktif
dalam pemberdayaan agar pelaksanaan program
tersebut dapat berjalan lebih lancar.

Pada akhirnya, tujuan terminasi adalah
untuk mencapai kemandirian sistem klien. Dengan
kemandirian ini, klien belajar untuk menggunakan
sumber daya mereka sendiri dalam menghadapi
kesulitan yang mungkin terjadi di masa depan
(Kirst-Ashman & Hull Jr, 20106).

PENUTUP

Proses pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Sawah Baru, Kota
Tangerang Selatan, telah mengikuti pedoman yang
telah ditetapkan dengan baik. Pelaksanaan program
mencakup  berbagai  aspek, mulai  dari
pendampingan, penyaluran  bantuan = sosial,
pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga
transformasi kepesertaan. Dalam pelaksanaannya,
pendamping sosial PKH aktif dalam sosialisasi
mengenai proses graduasi, meskipun sebagian kecil
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghadapi
tantangan dan perasaan sulit untuk menerima
kondisi tersebut. Beberapa KPM melihat graduasi
sebagai peluang bagi keluarga miskin lainnya,
sementara yang lain merasa cemas karena masih
dianggap ~ membutuhkan  bantuan.  Untuk
meningkatkan efektivitas program, diperlukan
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peningkatan peran pemerintah daerah dan sektor
swasta dalam mendukung pemberdayaan KPM
PKH guna mengatasi persoalan kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang melibatkan enam
KPM PKH sebagai informan, teridentifikasi tiga
faktor pendukung dan dua faktor penghambat
proses graduasi di Kelurahan Sawah Baru. Faktor
pendukung melibatkan peran penting pendamping
sosial PKH dalam memberikan pemahaman,
dorongan, serta motivasi pribadi KPM PKH untuk

memilih graduasi. Keputusan graduasi juga
dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya dan
lingkungan  sekitar. Sementara itu, faktor

penghambat mencakup kurangnya kesadaran diri
yang membuat beberapa KPM PKH enggan
melepaskan  kepesertaannya, serta kurangnya
keterlibatan optimal pendamping sosial PKH yang
dapat menghambat proses graduasi secara optimal.
Oleh karena itu, disarankan adanya peran aktif
masyarakat, peningkatan keterampilan
pendamping sosial PKH, dan penelitian lebih
mendalam mengenai proses graduasi untuk
memperbaiki implementasi dan hasil Program
Keluarga Harapan di Kelurahan Sawah Baru.
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